WALIKOTA SABANG

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 419 TAHUN 2011
TENTANG
TATA CARA LEMBUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SABANG
WALIKOTA SABANG,

Menimbang . a. bahwa dalam rangka meningkatkan semangat kerja dalam
‘ penyelesaian tugas-tugas pekerjaan di luar jam kerja,
dipandang perlu memberikan uang lembur kepada
Pegawai Negeri Sipil dan Non-Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kota Sabang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, periu menetapkan Peraturan
Walikota Sabang tentang Tata Cara Lembur di
Lingkungan Pemerintah g(ota Sabang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1985 tentang
Pembentukan Kotapraja Sabang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang- .



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4288);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

8. Undang- . ,?/

Negara Republik Indonesia Nomor 4438),






(1)

@)

@)

Lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan
oleh PNS dan Non PNS pada waktu tertentu di luar jam
kerja yang beraku di Lingkungan Pemerintah Kota
Sabang atas perintah atasan.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD vyang
selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang
memuat pendapatan dan belanja yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna
anggaran.

Uang Lembur adalah biaya yang diberikan kepada
Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang
bekerja di luar jam kerja.

Surat Perintah adalah naskah dinas dari atasan yang
ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk
melaksanakan pekerjaan tertentu dan mendesak di luar
jam kerja dan ditandatangani oleh kepala SKPD atau
pejabat yang ditunjuk.
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TATA CARA LEMBUR

Pasal 2
PNS dan Non PNS dapat diperintahkan lembur jika
diperiukan untuk kepentingan dinas guna menyelesaikan
tugas-tugas kedinasan yang mendesak.
Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikeluarkan oleh Kepala SKPD dalam bentuk Surat

"Pen'ntah, sebagaimana dimaksud dalam lampiran

Peraturan Walikota ini.
Kepada PNS dan Non PNS yang melakukan lembur
diwajibkan membuat daftar hadir yang diketahui oleh
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Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk.









